BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan bahasan bab-bab dalam skripsi ini dapat

diperoleh beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Prosedur poligami di kader PKS Kecamatan Air Sugihan
merujuk pada Buku, Bayan Adab Ta’adud (Poligami), yang
diterbitkan Dewan Syari’at Pusat Partai Keadilan Sejahtera, tahun

2018. Bagi kader PKS yang hendak melakukan poligami harus
memenuhi beberapa syarat yaitu ikhlas dan meluruskan niat,
mampu (istitho 'ah), bersikap adil, mendapat persetujuan ketua
UPPA (Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota),
memastikan soliditas dan keharmonisan keluarga, dilakukan
secara resmi atau diisbatkan olen KUA, dukungan keluarga
dan komunitas dakwah, dan memprioritaskan akhwat
muslimah yang sudah berumur dan janda. Meskipun terdapat
anggota PKS Kecamatan Air Sugihan, yang melaksanakan
poligami sesuai dengan prosedur poligami Kecamatan Air
Sugihan. Akan tetapi, terdapat kader PKS Kecamatan yang

melaksanakan praktik poligami yang tidak memenuhi prosedur



poligami PKS Kecamatan Air Sugihan. Terutama prosedur
poligami yang dilakukan secara resmi atau dicatatkan di KUA
setempat.

2. Sedangkan, pandangan istri PKS kecamatan Air Sugihan OKI
terhadap praktik poligami. Pertama, setuju secara mutlak
terhadap suami yang berpoligami sebagaimana yang terdapat
dalam penjelasan surat An-Nisa [4]: ayat 3, yang merupakan
dasar hukum kebolehan suami melakukan poligami.
Kemudian, setuju secara bersyarat, yang membolehkan suami
berpoligami dengan syarat tertentu dan khusus. Kedua,
kelompok yang tidak setuju karena mengkhawatirkan suami
tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri-
istri dan anaknya secara proprosional, dapat berlaku adil, dan
memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan istrinya.

B. Saran-Saran
Pertama, kepada para kader PKS Kecamatan Air Sugihan
yang melakukan poligami hendaknya berlandaskan pada panduan

Bayan Adab Ta’adud Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan

Sejahtera. Kedua, kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan

Sejahtera Kecamatan Air Sugihan, hendaknya mensosialisasikan



Bayan Adab Ta’adud Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan
Sejahtera kepada kader PKS Kecamatan Air Sugihan. Ketiga, para
istri keluarga PKS Kecamatan Air Sugihan, hendaknya benar-
benar memahami hak-hak dan kewajibannya, dalam berumah
tangga baik secara hukum agama maupun secara hukum negara.
Keempat, kepada pemerintah dan KUA Kecamatan Air Sugihan,
hendaknya memberikan penyuluhan dan pembinaan pentingnya
melakukan perkawinan yang sah secara agama juga sah secara
negara dengan tercatat di KUA, agar tujuan perkawinan yang
berusaha menjadi keluarga yang bahagia dan bertanggung jawab

dapat tercapai.
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